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Sccara nasional landasan huJcum perkawinan yang berlalcu di Indonesia 
adalah Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perk.awinllll, yang kemudian 
diikuti dengan lahimya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tcntang Pclaksanaan 
Undang-Undang No. I Tahun 1974 lentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut 
baik Undang-Undang No. I Tahun 1974 dan Peraturan Pcmerintah No. 9 Tahun 
1975. Berbeda balnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sclain kct.entuan peraturan 
dasar perkawinan tersebut malca scorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan 
terikat kepada ketentuan lainnya yoitu Peraturan Pcmerintah No. I 0 Tahun 1983 
tenrang Jjin Perkawinan dan Pell:eraian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tcntang ljin Perkawinan Dan Perceraian Bagi 
Pcgawai Negeri Sipil. 

Permasalahan yang diaju.kllll adalah bagaimana filktor penyebab pegawai 
negeri sipil menikah kedua tanpa ijin, bagaimana sanksi pidana tcrbadap seorang 
PNS yang menikah lagi tanpa ijin. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan falctor peoycbab pega�-ai 
negeri sipil menikah kedua tanpa ijin adalah: balangan berpoligomi, hamil diluar 
nikah, tidak bahagian dcngan pasangan sebelumnya. untuk meflihindari dosa. dan 
tidak mau tahu ketentuan prosedur hu.kum. Sanksi pidana terhedap seorang PNS 
yang menikah lagi tanpo ijin maka PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi 
pidana berupa pidana penjara. Seloin sanksi pidana penjara PNS yang bersangkutan 
dapat juga dikenakan sanksi disiplin dalam lingkungan PNS itu sendiri. Analisis 
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.248/pid B/2006/PNMedan cbagal berikut: 
Sesuai dengan pasal 279 ayat I ke I KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mcngetahui 
bahwa perkawinan atau perka�inan-perkawinannya yang telah ada menjadi 
penghalang yang sah utu.k itu. Dalam ini Mahkamah Agung MenghuJcum terdakwa 
oleb karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. menctapkan bah"'a 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang 
dijatubkan dan memerintahkan terdalcwa untu.k ditaban. 
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